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ABSTRAK 
Ketidakpastian ekonomi global menuntut arsitektur fiskal yang tangguh terhadap 
guncangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi celah struktural dalam 
ketahanan fiskal Indonesia kontemporer dengan merekonstruksi model fiscal resilience 
yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab, khususnya saat menghadapi guncangan 
hebat tahun ramadah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
analisis dokumen historis, penelitian ini melakukan triangulasi antara teks ekonomi 
Islam klasik dengan data sekunder postur APBN Indonesia periode krisis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model Umar bertumpu pada tiga pilar utama: diversifikasi basis 
pajak sektor riil, akumulasi kas surplus jangka panjang, serta fleksibilitas transfer fiskal 
antar-regional secara instan. Sebaliknya, ketahanan fiskal Indonesia ditemukan memiliki 
kerentanan struktural, dicirikan oleh ketergantungan ekstrem pada instrumen utang 
baru sebagai shock absorber utama (pembiayaan utang melonjak hampir 300% pada 
krisis 2020), jebakan penerimaan komoditas, dan kekakuan birokrasi transfer daerah. 
Penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural bagi pembuat kebijakan 
keuangan Indonesia untuk mengadopsi prinsip kedisplinan surplus masa lalu sebagai 
bantalan fiskal sejati guna mengurangi ketergantungan utang sistemik. 
 
Kata Kunci: Fiscal Resilience, Umar bin Khattab, Baitul Maal 
 
 

ABSTRACT 
Global economic uncertainty demands a fiscal architecture that is resilient to shocks. This 
study aims to evaluate the structural gap in contemporary Indonesia's fiscal resilience by 
reconstructing the fiscal resilience model applied by Caliph Umar bin Khattab, especially 
when facing severe shocks in the year of Ramadan. Using a descriptive qualitative method 
with an analysis approach to historical documents, this study triangulates between 
classical Islamic economic texts and secondary data on the posture of the Indonesian 
State Budget during the crisis period. The results show that the Umar model rests on 
three main pillars: diversification of the real sector tax base, long-term surplus cash 
accumulation, and the flexibility of instant inter-regional fiscal transfers. In contrast, 
Indonesia's fiscal resilience was found to have structural vulnerabilities, characterized by 
an extreme reliance on new debt instruments as a major shock absorber (debt financing 
jumped almost 300% in the 2020 crisis), commodity revenue traps, and bureaucratic 
rigidity of regional transfers. This study recommends structural reforms for Indonesian 
financial policymakers to adopt the disciplined principles of past surpluses as a true fiscal 
cushion to reduce systemic debt dependence.  
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PENDAHULUAN 

Abad ke-21 ditandai oleh eskalasi ketidakpastian global yang melahirkan guncangan 

makroekonomi secara beruntun (compounding economic shocks). Pandemi COVID-19, 

fragmentasi geopolitik, hingga transisi energi global telah menguji batas tertinggi 

kapasitas anggaran berbagai negara di dunia. Dalam teori ekonomi makro, kebijakan 

fiskal dituntut berfungsi sebagai jaring pengaman utama (shock absorber) untuk 

meredam kontraksi output ekonomi riil saat krisis terjadi (Indrawati, S. M., Satriawan, E., 

& Abdurohman, 2024). Namun, banyak negara berkembang terjebak dalam pengelolaan 

fiskal yang pro-siklus, di mana mereka terpaksa memotong belanja produktif justru di 

saat perekonomian sedang melambat (Ilzetzki, Ethan & Vegh, Carlos., 2008). Laporan 

makroekonomi internasional menegaskan bahwa ketahanan fiskal (fiscal resilience) 

suatu negara tidak ditentukan oleh seberapa besar stimulus yang mampu dipinjam saat 

krisis, melainkan oleh ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer) yang diakumulasikan 

secara disiplin pada masa-masa sebelum guncangan terjadi (IMF Fiscal Monitor, 2023). 

Ketika bantalan kas riil absen, opsi pelonggaran defisit anggaran yang dibiayai oleh 

penarikan utang komersial baru menjadi jalan pintas yang rawan memicu risiko 

keberlanjutan fiskal jangka panjang (sovereign debt crisis). 

Dalam konteks Indonesia, arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Indonesia masih menunjukkan kerentanan struktural yang signifikan. 

Berdasarkan analisis postur fiskal, terdapat tiga kelemahan mendasar dalam tata kelola 

keuangan negara saat ini: Pertama: ketika guncangan pandemi COVID-19 melanda, APBN 

tidak memiliki bantalan kas darurat (fiscal buffer) yang memadai di dalam postur 

anggarannya. Akibatnya, pemerintah menerbitkan regulasi darurat (UU No. 2 Tahun 

2020) untuk melonggarkan batas defisit anggaran di atas batas normal 3% terhadap PDB 

(Basri, Rahardja, & Fitrania, 2021). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) yang diaudit oleh BPK RI, defisit APBN membengkak hingga 6,09% pada tahun 

2020 (BPK RI, 2021). Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah terpaksa menarik 

utang baru secara masif melalui Surat Berharga Negara (SBN), di mana pembiayaan utang 

neto melonjak tajam dari Rp358,6 triliun pada 2019 menjadi Rp1.226,8 triliun pada 2020 

(Kementerian Keuangan RI, 2021). Lonjakan utang yang ekspansif ini dalam jangka 

panjang meningkatkan beban alokasi pembayaran bunga utang (Debt Service Ratio) yang 

menggerogoti ruang belanja produktif negara (Setiawan & Wardhana, 2022). 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/
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Kedua: kerentanan penerimaan perpajakan terhadap siklus komoditas 

(commodity trap). Struktur pendapatan negara Indonesia sangat sensitif terhadap 

volatilitas harga komoditas ekstraktif global (seperti batubara dan kelapa sawit), bukan 

ditopang oleh produktivitas sektor riil domestik yang stabil. Pertumbuhan penerimaan 

pajak yang signifikan pada periode krisis justru didorong oleh faktor keberuntungan 

komoditas dunia (commodity windfall profits) yang sifatnya temporer (World Bank, 

2023). Ketika siklus harga komoditas internasional melandai, laju penerimaan pajak 

langsung mengalami penurunan mendalam karena pemerintah belum berhasil 

memitigasi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan memperluas basis pajak nasional 

(Pratama, 2022). Fenomena ini dipertegas oleh fakta bahwa rasio pajak (tax ratio) 

Indonesia masih stagnan rendah di kisaran 10% terhadap PDB (Basri, Rahardja, & 

Fitrania, 2021). Ketiga: kerentanan fiskal Indonesia tidak hanya terjadi pada aspek 

penerimaan dan pembiayaan utang, tetapi juga pada efisiensi belanja kontra-siklus 

(counter-cyclical spending) di tingkat daerah.  

Saat krisis membutuhkan serapan anggaran stimulus yang cepat untuk jaring 

pengaman sosial, mekanisme birokrasi penyaluran dana ke daerah justru mengalami 

penyumbatan. Pada puncak krisis ekonomi, dana pemerintah daerah yang mengendap di 

perbankan secara tidak produktif justru mencapai Rp26 triliun (Kementerian Keuangan 

RI, 2021). Hal ini terjadi akibat tingginya kompleksitas regulasi administratif dan adanya 

ketakutan hukum dari para kepala daerah dalam melakukan penataan ulang anggaran 

secara cepat. Pola transfer fiskal pusat-daerah ini mengonfirmasi kebutuhan mendesak 

akan reformasi fleksibilitas tata kelola belanja daerah saat menghadapi bencana ekonomi 

(Siregar & Lubis, 2022). Di tengah kebuntuan solusi atas kerapuhan fiskal kontemporer 

yang cenderung mengandalkan instrumen utang (debt-reliant economy), rekonstruksi 

pemikiran dan kebijakan ekonomi Islam klasik menawarkan resolusi yang fundamental. 

Khalifah Umar bin Khattab (13–23 H / 634–644 M) merupakan arsitek ekonomi makro 

terkemuka yang berhasil menguji ketangguhan sistem fiskalnya saat menghadapi 

guncangan terdahsyat pada tahun 18 H, yang dikenal sebagai Tahun Ramadah (Am al-

Ramadah) sebuah krisis kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit yang melumpuhkan 

perekonomian Semenanjung Arab. Hal ini relevan untuk menjadi acuan bagi kebijakan 

fiskal di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam (An-Nabhani, 2010, 2013; Hadi, 2021; 

Israil, 2011; Kahf, 2022; Syihab & Utomo, 2022). 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis 

dokumen kualitatif (Qualitative Document Analysis/QDA) dan pendekatan historis-

analitis (Historical-Analytical Approach). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan 

data sekunder otoritatif yang dibagi menjadi dua klaster: data klasik model Umar 

bersumber dari teks-teks ekonomi Islam primer seperti Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid, 

Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf, serta catatan tarikh akurat (Tabari dan Ibnu Katsir) dan 

data kontemporer fiskal Indonesia bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) tervalidasi oleh BPK RI, laporan realisasi APBN Kementerian Keuangan RI, 

statistik utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia, serta laporan berkala 

World Bank. Analisis dilakukan dengan teknik rekonstruksi model, di mana kebijakan 

fiskal Umar diekstrak ke dalam variabel makro (Kebijakan Penerimaan, Kebijakan 

Belanja, dan Tata Kelola Dana Cadangan). Langkah selanjutnya adalah teknik analisis 

komparatif kritis (critical comparative analysis) untuk mengidentifikasi celah regulasi 

dan struktural (structural gaps) pada APBN Indonesia saat menghadapi guncangan 

ekonomi (Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2025). 

 

HASIL, DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Ditinjau dari aspek arsitektur penerimaan negara, Umar bin Khattab melakukan 

reformasi struktural pada sistem Kharaj (pajak tanah) dan Jizyah. Basis penghitungan 

diubah dari sistem bagi hasil panen yang fluktuatif menjadi sistem tetap berdasarkan luas 

dan tingkat produktivitas riil tanah (misahah). Selain itu, Umar mengintroduksi Ushur 

(bea cukai perdagangan internasional) dengan tarif proporsional (10% untuk kafir harbi, 

5% dzimmi, 2,5% muslim). Reformasi ini berhasil memperluas ruang fiskal (fiscal space) 

secara berkelanjutan tanpa mematikan insentif produksi sektor riil. Untuk tata kelola 

cadangan kas Baitul Maal, Umar menginstitusikan Baitul Maal secara formal di tingkat 

pusat dan daerah. Berbeda dengan era sebelumnya yang langsung menghabiskan seluruh 

pendapatan, Umar menerapkan prinsip kedisiplinan fiskal dengan menahan surplus 

anggaran pada masa stabil sebagai dana cadangan darurat. Cadangan likuiditas inilah 

yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) riil yang siap dimobilisasi kapan 

pun guncangan melanda. 
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Ketika Tahun Ramadah terjadi, Model Umar mengaktifkan tiga stimulus taktis: 

a. Tax Holiday: Menangguhkan penarikan zakat dan Kharaj di wilayah yang terdampak 

kekeringan untuk mencegah kebangkrutan massal pelaku ekonomi hulu. 

b. Inter-regional Fiscal Transfers: Memerintahkan daerah-daerah yang mengalami 

surplus fiskal dan pangan (seperti Mesir di bawah Amr bin Ash dan Irak di bawah Abu 

Musa) untuk mengirimkan bantuan logistik langsung ke pusat krisis (Madinah). 

c. Automated Social Safety Net: Memobilisasi dana cadangan Baitul Maal untuk 

membiayai dapur umum nasional dan memberikan tunjangan langsung melalui 

sistem administrasi Diwan al-Atha. 

Melalui komparasi kritis, ditemukan tiga kelemahan struktural ketahanan fiskal 

Indonesia kontemporer jika diuji menggunakan indikator ketahanan Model Umar Ibn 

Khattab radiyallaahu anhu (Israil, 2011; Miranti et al., 2017; Ridwan, 2018; Siri & 

Abdullah, 2021; Syihab & Utomo, 2022). 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2020 
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2020 

COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap fiskal Indonesia. Defisit APBN 

meningkat secara signifikan dari Rp348,65 T tahun 2019 menjadi Rp947,70 T pada 2020 

(LKPP, 2020). Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan neto pemerintah melonjak 

dari Rp402,05 T menjadi Rp1.193,29 T. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang jauh lebih besar untuk menjaga 

keberlangsungan pelayanan publik, penanganan kesehatan, serta program pemulihan 

ekonomi. Peningkatan ini diikuti oleh kenaikan total kewajiban pemerintah dari 

Rp5.340,22 T pada 2019 menjadi Rp6.625,47 T pada 2020. Dengan kata lain, dalam satu 

tahun krisis terjadi penambahan kewajiban pemerintah sebesar sekitar Rp1.285 triliun.  

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan pembiayaan 

selama pandemi dipenuhi melalui instrumen utang dan pelebaran ruang defisit yang 

difasilitasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari perspektif fiscal 

resilience, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas buffer fiskal Indonesia masih 

menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan guncangan ekonomi berskala 

besar. Meskipun pemerintah memiliki instrumen cadangan fiskal seperti Saldo Anggaran 

Lebih (SAL), kapasitasnya belum cukup untuk menyerap lonjakan kebutuhan 

pembiayaan akibat pandemi secara mandiri. Akibatnya, penyesuaian fiskal dilakukan 

melalui peningkatan pembiayaan utang dalam jumlah yang signifikan. 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/
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Temuan ini berbeda dengan model ketahanan fiskal yang ditunjukkan Umar bin 

Khattab pada masa Krisis Ramadah. Dalam menghadapi krisis pangan yang meluas, Umar 

tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan, tetapi memanfaatkan cadangan 

Baitul Mal serta melakukan mobilisasi sumber daya dari berbagai wilayah di bawah 

kekuasaan Islam. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dimensi buffer capacity 

menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat dalam upaya membangun fiscal 

resilience Indonesia yang lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi di masa depan. 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2022 
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2022 

Perbaikan kondisi fiskal Indonesia mulai terlihat pada tahun 2022 setelah tekanan luar 

biasa yang terjadi selama pandemi COVID-19. Berdasarkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, pendapatan negara dan hibah meningkat dari 

Rp2.011,34 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2.635,84 triliun pada tahun 2022 atau 

tumbuh sekitar 31 persen. Peningkatan tersebut mendorong penurunan defisit anggaran 

dari Rp775,06 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp460,42 triliun pada tahun 2022. 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/
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Sejalan dengan itu, kebutuhan pembiayaan neto pemerintah juga menurun dari 

Rp871,72 triliun menjadi Rp590,97 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas 

fiskal pemerintah mulai pulih seiring membaiknya aktivitas ekonomi pascapandemi. 

Perbaikan tersebut juga tercermin dari meningkatnya kapasitas cadangan fiskal 

pemerintah. Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar 

Rp337,77 triliun meningkat menjadi Rp478,95 triliun pada tahun 2022. Kenaikan SAL 

menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih besar dibandingkan periode krisis, sehingga 

pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi potensi tekanan 

ekonomi di masa mendatang. Dalam perspektif fiscal resilience, peningkatan cadangan 

fiskal merupakan indikator penting karena mencerminkan kemampuan negara 

membangun bantalan keuangan (buffer capacity) setelah mengalami guncangan 

ekonomi yang berat. 

Namun demikian, perbaikan kinerja fiskal tersebut perlu dianalisis secara lebih 

kritis. Peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 tidak sepenuhnya berasal dari 

penguatan fundamental penerimaan domestik, melainkan turut didorong oleh kondisi 

eksternal yang sangat menguntungkan berupa lonjakan harga komoditas global, 

khususnya batubara, minyak sawit (CPO), dan berbagai komoditas energi lainnya. 

Fenomena commodity windfall tersebut memberikan tambahan penerimaan yang 

signifikan melalui peningkatan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP), serta kinerja ekspor nasional. Dengan demikian, sebagian perbaikan indikator 

fiskal pada tahun 2022 bersifat siklis dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama fiscal resilience 

Indonesia masih terletak pada stabilitas basis penerimaan negara. Ketika penerimaan 

negara sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas internasional, kapasitas fiskal 

pemerintah menjadi rentan terhadap perubahan kondisi eksternal yang berada di luar 

kendali nasional ((KNKS), 2019; Global Green Growth Institute, 2015; Ibrahim, 2021; 

Wertheim, 2007). Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap commodity windfall 

berpotensi menimbulkan volatilitas penerimaan yang dapat mengurangi kemampuan 

pemerintah dalam membangun buffer fiskal secara berkelanjutan. 
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Berbeda dengan kondisi tersebut, sistem fiskal pada masa Umar bin Khattab 

dibangun di atas sumber-sumber penerimaan yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan aktivitas ekonomi riil masyarakat. Instrumen seperti kharaj dan ushur 

didasarkan pada produktivitas lahan, hasil produksi, dan aktivitas perdagangan yang 

berlangsung secara nyata. Dengan karakteristik tersebut, penerimaan negara tidak 

bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, melainkan bergerak sejalan dengan 

perkembangan kapasitas produktif perekonomian. Dalam konteks fiscal resilience, 

model ini menunjukkan pentingnya membangun struktur penerimaan yang stabil, 

berkelanjutan, dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor riil sebagai fondasi 

ketahanan fiskal jangka panjang. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan 

kemajuan dalam aspek pemulihan fiskal pascapandemi, penguatan fiscal resilience masih 

memerlukan upaya untuk memperluas basis penerimaan yang lebih berkelanjutan serta 

memperkuat kapasitas buffer fiskal. Pengalaman Umar bin Khattab memberikan 

pelajaran bahwa ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan 

negara, tetapi juga oleh kualitas dan stabilitas sumber penerimaan tersebut dalam 

menghadapi berbagai guncangan ekonomi. 

Selain kapasitas cadangan fiskal dan stabilitas penerimaan negara, ketahanan 

fiskal juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengoordinasikan dan menyalurkan 

sumber daya secara cepat ketika krisis terjadi. Dalam literatur fiscal resilience, dimensi 

ini dikenal sebagai coordination capacity dan responsiveness, yaitu kemampuan institusi 

fiskal menerjemahkan sumber daya yang tersedia menjadi tindakan nyata untuk 

mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu 

negara menghadapi guncangan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang 

dimiliki, tetapi juga pada kecepatan dan efektivitas distribusinya. Pada puncak pandemi 

COVID-19 tahun 2020, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyalurkan 

berbagai program penanganan krisis secara cepat dan efektif. Meskipun pemerintah 

pusat telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan kesehatan, 

perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, implementasinya di tingkat daerah tidak 

selalu berjalan optimal. Data Kemendagri menunjukkan dana APBD yang tersimpan di 

perbankan per September 2020 bahkan mencapai sekitar Rp252 triliun (Databoks, 2020) 

(Mudhiiah, 2015; Nisak, 2015; Vadillo, 2019).  
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Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan koordinasi dan eksekusi 

anggaran pada masa awal krisis, yang antara lain dipengaruhi oleh proses refocusing 

anggaran yang kompleks, penyesuaian regulasi yang cepat, serta kehati-hatian aparat 

daerah dalam mengambil keputusan fiskal. Dari perspektif fiscal resilience, fenomena 

tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal tidak secara otomatis 

menghasilkan respons krisis yang efektif. Ketahanan fiskal juga memerlukan kapasitas 

kelembagaan yang mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, koordinasi 

lintas wilayah, dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. 

Sebaliknya, pengalaman Umar bin Khattab pada masa Krisis Ramadah 

menunjukkan pola koordinasi yang relatif lebih sederhana dan responsif. Ketika wilayah 

Hijaz mengalami kekeringan dan kelangkaan pangan, Umar segera menginstruksikan 

gubernur di Mesir, Syam, dan Irak untuk mengirimkan bantuan pangan ke wilayah 

terdampak. Mobilisasi logistik dilakukan secara terkoordinasi melalui jaringan 

pemerintahan yang telah terbentuk tanpa melalui prosedur administratif yang berlapis. 

Model tersebut memungkinkan bantuan mencapai masyarakat secara lebih cepat 

sehingga dampak sosial dan ekonomi krisis dapat ditekan (Abdulkader Cassim 

Mahomedy, 2013; Bitar et al., 2018; Dahlan, 2018; Darmalaksana, 2022; Franzoni & Allali, 

2018; Ghazanfar, 2003; Kuran, 2018; Muzalifah et al., 2021; Nienhaus, 2010; Nordin et al., 

2022; Oran, A, Khaznehkatbi, 2009; Oran, 2010; Salman, 2013; Thomas, 2005; Utomo et 

al., 2023). 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan fiscal resilience tidak hanya 

berkaitan dengan besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki negara, tetapi juga kemampuan 

institusi dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi respons yang cepat, 

terkoordinasi, dan tepat sasaran. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut mengarah 

pada pentingnya penyederhanaan prosedur penanganan krisis, peningkatan koordinasi 

pusat-daerah, serta penguatan mekanisme eksekusi anggaran darurat agar sumber daya 

yang tersedia dapat segera dimanfaatkan ketika terjadi guncangan ekonomi. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Model Fiscal Resilience Umar bin Khattab membuktikan keberhasilan prasyarat mutlak 

ketahanan makro: akumulasi dana cadangan di masa surplus adalah pertahanan terbaik 

di masa krisis. Sebaliknya, postur fiskal Indonesia masih memiliki kerentanan berupa 

respon kontra-siklus yang sangat bergantung pada utang baru, basis penerimaan yang 

rapuh akibat jebakan komoditas, serta birokrasi transfer fiskal daerah yang kurang 

adaptif. Rekomendasi kebijakan dengan formulasi "Dana Abadi Krisis Nasional" 

(Reformasi Fiscal Buffer): Kementerian Keuangan RI perlu mengubah orientasi 

pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi dana abadi khusus krisis yang likuid, 

meniru fungsi cadangan akumulatif Baitul Maal, guna memitigasi keharusan menerbitkan 

utang luar negeri secara masif saat terjadi shock berikutnya. Diversifikasi dan 

Intensifikasi Basis Pajak Sektor Riil: Pemerintah harus melepaskan diri dari commodity 

trap dengan melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada ekosistem ekonomi riil 

domestik dan UMKM, serta menaikkan tax ratio melalui digitalisasi pengawasan yang 

rigid setara dengan prinsip kepastian hukum Kharaj dan Ushur. Debirokratisasi Saluran 

Transfer Darurat: Menyusun kerangka Automated Fiscal Emergency yang memberikan 

dispensasi regulasi administratif bagi pemerintah daerah saat kondisi darurat nasional, 

sehingga dana transfer pusat dapat langsung dicairkan tanpa risiko pengendapan kas di 

perbankan daerah. 
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